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ABSTRACT 
Industrial relations concerning the relationship between workers 
and employers as well as issues surrounding such as economic, social, 
political and cultural. When firms interact with many community 
stakeholders who are affected by decisions, policies and operations of 
the company. Number of stakeholders and different interests, causing 
potential conflicts in the company. 
The cause of the emergence of conflicts within the company, can be 
triggered by individual factors or organizational factors, which have the 
effect they are positive or negative. Conflict in the industry can be solved 
with the approach of competitors, collaborators, compromise, 
accommodator and avoidance of conflict. 
 
Keywords: Industrial Relations, Industrial Conflict, Man Power 
Marketing, Man Power Management.  
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PENDAHULUAN 
Pada masa lalu, pembahasan hu-
bungan industrial kurang mendapat per-
hatian, baik dari kalangan manajer pun-
cak maupun dari manajer sumberdaya 
manusia sendiri. Namun pada 20 tahun 
terakhir ini, hubungan industrial menun-
tut perhatian yang lebih besar. Hal ini 
disebabkan hubungan pekerja – pengu-
saha menjadi semakin kompleks dari 
masa sebelumnya. 
Pembahasan Manajemen Sumber-
daya Manusia (SDM) lebih menekankan 
pada sumberdaya manusia sebagai in-
dividu, sehingga manajemen sumber-
daya manusia berkaitan dengan 
masalah-masalah pemilihan orang yang 
tepat untuk suatu pekerjaan atau karir 
tertentu, menemukan sistem insentif 
yang sesuai, membantu mereka dalam 
promosi, transfer, dan pemutusan 
hubungan kerja.  
Sebenarnya manajer telah lama 
menyadari bahwa seorang karyawan 
akan membentuk suatu kelompok atau 
tergabung dalam suatu kelompok. Mere-
ka mendapatkan manfaat atau keuntung-
an dengan menjadi anggota suatu kelom-
pok. Kelompok ini dapat bersifat formal 
maupun informal, dan keanggotaan 
mereka dapat pada salah satu atau kedua 
dari kelompok ini. Kelompok informal 
dalam perusahaan akan mendatangkan 
status keanggotaan dan membentuk peri-
laku kerja. Sedangkan kelompok formal 
bermanfaat dalam tujuan untuk berhu-
bungan dengan pihak perusahaan/pemi-
lik yang menyangkut hubungan kerja 
maupun kondisi kerja. 
Dalam kondisi seperti di atas, 
munculah hubungan perburuhan (labour 
relation). Hubungan perburuhan ini mem-
bahas masalah-masalah yang menyang-
kut hubungan antara pekerja dengan 
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pengusaha. Dalam hubungan perburuhan 
ini yang menonjol adalah hubungan se-
cara bipartit. Tetapi dalam perkembang-
annya, masalah hubungan antara pekerja 
dengan pengusaha ini juga menyangkut 
masalah-masalah lain, seperti: ekonomi, 
sosial, politik, dan budaya.  
Menyadari bahwa istilah hubung-
an perburuhan sudah tidak tepat lagi, ka-
rena tidak mampu menggambarkan per-
masalahannya, maka muncul istilah baru 
yaitu hubungan industrial (industrial re-
lation). Hubungan industrial akan mem-
bahas seluruh aspek dan permasalahan 
ekonomi, sosial, politik, dan budaya 
baik yang secara langsung maupun tidak 
langsung berkaitan dengan hubungan 
pekerja dengan pengusaha (Suprihanto, 
1992: 2). Dalam hubungan industrial 
muncul peran pemerintah yang disebut 
dengan tripartit. 
 
RUANG LINGKUP HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 
Berkaitan dengan ruang lingkup 
ini Heidjrahman berpendapat bahwa 
hubungan industrial secara garis besar 
dibedakan menjadi dua, yaitu masalah 
man power marketing dan masalah man 
power management (Heidjrahman, 
2002: 1-2). Dari kedua kategori ini dapat 
dirin-ci lagi menjadi bagian-bagian 
masalah yang lebih detail.  
Secara garis besar ruang lingkup 
hubungan industrial dibedakan menjadi 
dua, yaitu: man power marketing dan 
man power management. Kemudian dari 
kedua garis besar pembagian ini dapat 
diuraikan lagi sebagai berikut. 
1. Man Power Marketing 
Man Power Marketing atau pe-
masaran tenaga kerja secara umum 
membahas penentuan syarat-syarat 
kerja yang akan diterapkan dalam pe-
laksanaan ikatan kerja yang ada. Pro-
ses ini terjadi setelah karyawan di-
nyatakan diterima oleh pihak perusa-
haan. Penentuan syarat-syarat kerja 
ini dapat dilaksanakan oleh pekerja 
secara individual yang selanjutnya 
disebut individual bargaining mau-
pun oleh wakil-wakil pekerja yang 
tergabung, yang disebut dengan 
collective bargaining.  
Syarat-syarat kerja yang akan di-
tentukan dalam proses tersebut biasa-
nya meliputi: 
- jam kerja 
- hari kerja 
- tempat kerja 
 
Penjelasan Man power marketing Man power management 






Labor Relation  












Menentukan  Syarat-syarat kerja yang akan 
berlaku  
Pelaksanaan syarat kerja dan 
berbagai persoalannya  
Contoh  1. jam kerja 
2. hari kerja 
3. upah 
4. jaminan sosial 
5. tempat kerja  
1. penarikan tenaga kerja 
2. pengembangan tenaga kerja 
3. kompensasi 
4. intergrasi 
5. pemeliharaan  
Sumber : Heidjrahman, 2002: 6. 
 
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 1, April 2011 : 78 – 86 80
- upah 
- jaminan sosial  
2. Man Power Management 
Man Power Management mem-
bahas pelaksanaan syarat-syarat kerja 
dan berbagai permasalahan serta peme-
cahannya. Oleh karena itu, proses ini 
terjadi setelah karyawan bergabung 
dengan perusahaan. Pelaksanaan sya-
rat-syarat kerja dengan berbagai per-
masalahan dan pemecahannya dapat 
diterapkan kepada pekerja secara indi-
vidual maupun kepada keseluruhan 
karyawan melalui organisasi pekerja. 
Dalam praktiknya pelaksanaan 
syarat-syarat kerja ini berlaku umum, 
namun dalam penanganan pelaksana-
an syarat kerja beserta permasalahan 
dan pemecahannya diterapkan secara 
individu. Dalam kasus seperti ini ber-
arti menyangkut personal manage-
ment.  
Penanganan permasalahan dan pe-
mecahannya juga dapat dilakukan se-
cara kelompok, melalui organisasi bu-
ruh. Dalam hal seperti ini, maka ke-
lompok pekerja tersebut akan mewa-
kilkan pelaksanaan syarat-syarat kerja, 
penanganan permasalahan dan peme-
cahannya ke organisasi pekerja, yang 
selanjutnya disebut labor relation. Se-
bagai konsekuensinya, para pekerja 
tersebut harus menerima pelaksanaan 
syarat-syarat kerja, dan pemecahan per-
masalahannya kepada serikat pekerja. 
Secara terperinci pelaksanaan 
syarat-syarat kerja, permasalahan 
yang dihadapi dan pemecahannya 
yang diwakilkan kepada serikat pe-
kerja akan meliputi:  
- penarikan tenaga kerja 




MANAJEMEN HUBUNGAN KERJA 
INDUSTRIAL 
Manajemen hubungan industrial 
membahas apa yang seharusnya diketa-
hui dan dikerjakan oleh para manajer 
dalam mengelola hubungan industrial di 
lingkungan kerjanya. Para manajer perlu 
mengidentifikasi permasalahan-perma-
salahan hubungan industrial yang terjadi 
dan menyusun solusi yang tepat. 
Permasalahan-permasalahan pada 
masing-masing tingkatan manajer berbe-
da bentuk dan cakupannya, sehingga 
masing-masing manajer pada tingkatan 
tertentu perlu merumuskan sendiri ma-
najemen hubungan industrial yang se-
suai. Secara umum manajemen hubung-
an industrial akan menyangkut empat  
hal, yaitu membuat perencanaan, peng-
organisasian, pengarahan, dan pengen-
dalian. Secara singkat di bawah ini akan 
dibahas satu persatu. 
1. Membuat Perencanaan 
Kata perencanaan berasal dari ka-
ta dasar rencana, yaitu segala sesuatu 
yang akan dilakukan untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dalam suatu proses 
atau kegiatan manajemen, perencana-
an merupakan fungsi yang pertama, 
yang akan mendahului fungsi-fungsi 
manajemen yang lain. Meskipun nam-
paknya merupakan persoalan yang se-
derhana, khususnya perencanaan for-
mal bagi beberapa manajer merupa-
kan sesuatu yang relatif baru. Dalam 
proses perencanaan, manajer harus 
menentukan sasaran/tujuan serta me-
ngembangkan strategi dan taktik un-
tuk mencapai sasaran tersebut. 
Saat ini perencanaan sudah ma-
suk ke semua bagian organisasi. Ka-
lau dahulu perencanaan hanya dila-
kukan oleh departemen produksi un-
tuk merencanakan jumlah produksi 
dan waktu penyelesaian produksi, na-
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mun sekarang perencanaan sudah 
masuk ke dalam bagian lain seperti 
pemasaran, keuangan, dan sumberda-
ya manusia. 
Secara umum orang membuat 
perencanaan karena perencanaan da-
pat meminimumkan risiko atau keti-
dakpastian suatu tindakan. dalam hu-
bungan industrial, manajer membuat 
perencanaan untuk mengurangi keti-
dakpastian dalam melakukan hu-
bungan industrial.  
2. Pengorganisasian 
Pengorganisasian merupakan 
fungsi yang dilaksanakan para mana-
jer ketika mereka membagi pekerjaan 
dan mengembangkan struktur organi-
sasi agar pelaksanaan pekerjaan terse-
but dapat berjalan dengan baik. Peng-
organisasian ini urgensinya menjadi 
semakin tinggi, terutama apabila pe-
kerjaan yang harus dilakukan relatif 
besar. Pekerjaan tersebut harus dibagi 
menjadi bagian-bagian yang dapat di-
kerjakan oleh individuindividu atau 
dikerjakan oleh kelompok individu.  
Termasuk dalam pengorganisasi-
an adalah pengambilan keputusan 
tentang siapa yang menangani suatu 
pekerjaan dan siapa yang bertang-
gung jawab, siapa melapor kepada 
siapa, dan bagaimana informasi disa-
lurkan. Sehubungan dengan masalah 
hubungan industrial, manajer akan 
melakukan pengorganisasian, di ma-
na tugas-tugas akan dibagi ke dalam 
kelompok atau departemen-departe-
men tertentu. Masalah hubungan in-
dustrial secara departemental akan 
ditangani oleh Departemen Persona-
lia. Namun demikian semua manajer 
akan bersinggungan dengan masalah 
hubungan industrial.  
Pengorganisasian menuntut ko-
ordinasi, yaitu proses menghubung-
kan atau mengintergrasikan bagian-
bagian dalam organisasi agar tujuan 
organisasi dapat dicapai dengan lebih 
efektif.  
3. Pengarahan 
Sebagai bagian dari proses mana-
jemen, pengarahan merupakan penca-
paian sasaran organisasi dengan me-
motivasi dan membimbing bawahan. 
Semua manajer akan melakukan ke-
giatan pengarahan, namun yang paling 
tinggi urgensinya adalah pengarahan 
yang dilakukan oleh manajer lini per-
tama. Karena manajer lini pertama ini-
lah yang secara langsung berhubung-
an dengan karyawan operasional da-
lam jumlah yang besar. 
Bagaimana pengarahan dilaku-
kan oleh para manajer dalam kaitan-
nya dengan hubungan industrial? Pa-
ra manajer pertama-tama harus me-
mahami tujuan/sasaran perusahaan, 
kemudian memahami sasaran/tujuan 
serikat pekerja.  
4. Pengendalian 
Pengendalian atau sering disebut 
dengan pengawasan merupakan fung-
si manajemen yang terakhir. Setelah 
rencana ditetapkan dan selanjutnya 
diimplementasikan ke dalam kegiatan 
nyata, langkah selanjutnya adalah 
melakukan pengendalian. Pengenda-
lian merupakan suatu prosedur untuk 
mengukur hasil yang dicapai dengan 
sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.  
Perlunya dilakukan pengendalian 
karena tidak ada sesuatupun yang ada 
di dunia ini bahwa apa yang terjadi se-
perti yang benar-benar direncanakan.  
Dalam manajemen hubungan 
industrial ini pengendalian dilakukan 
dengan mengukur hasil yang dicapai 
dengan sasaran yang telah ditetapkan 
dalam bidang hubungan industrial. 
Berkaitan dengan adanya tujuan per-
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usahaan dan tujuan serikat pekerja 
yang akan dicapai, maka manajer pa-
da umumnya lebih menekankan pada 
tujuan/sasaran perusahaan. Pencapai-
an sasaran perusahaan ini diupayakan 
sejalan dengan pencapaian sasaran 
serikat pekerja. Namun demikian ka-
rena jumlah serikat pekerja dengan 
tujuan perusahaan tidak selalu seja-
lan, bahkan kadang-kadang berten-
tangan, maka diperlukan upaya-
upaya agar pencapaian tujuan yang 
satu tidak memusnahkan pencapaian 




Masalah hubungan industrial se-
benarnya berpusat pada lembaga-lemba-
ga kolektif dan kaitannya dengan pertu-
karan yang terjadi diantara mereka. Da-
lam hal ini adalah serikat pekerja, peng-
usaha/asosiasi pengusaha, dan pemerin-
tah. Apabila dianalisis lebih dalam, pada 
saat perusahaan berinteraksi dengan 
masyarakat, akan muncul kepentingan-
kepentingan dan saling ketergantungan 
antara perusahaan dengan kelompok 
masyarakat. Kelompok masyarakat yang 
terpengaruh dengan keputusan, kebijak-
an, dan operasi perusahaan disebut sta-
keholder (Frederick et all., 2004: 7-8). 
Contoh stakeholder yaitu pemilik peru-
sahaan/pemegang saham, karyawan, pe-
nyalur, pesaing, konsumen, pemasok, 
dan pemberi kredit. 
Banyaknya stakeholder dan kepen-
tingan mereka yang berbeda-beda menye-
babkan potensi munculnya konflik dalam 
perusahaan. Misalnya pemegang saham 
atau pemilik menginginkan laba maksi-
mum dan karyawan menginginkan gaji 
yang setinggi-tingginya. Kedua keinginan 
ini akan menimbulkan konflik antara pe-
ngusaha/pemilik dengan pekerja, di mana 
keinginan untuk mendapatkan laba mak-
simum akan menyebabkan keinginan un-
tuk mendapatkan gaji setinggi-tingginya 
tidak terpenuhi, demikian sebaliknya. 
Melihat situasi seperti di atas ti-
daklah mengherankan apabila manaje-
men mengusahakan agar masing-masing 
stakeholder dapat bekerja secara selaras 
dan keinginan masing-masing dapat di-
akomodasi. Manajemen mengharapkan 
agar masing-masing bagian dalam per-
usahaan maupun masing-masing stake-
holder menyadari adanya saling keter-
gantungan (interdependent) ini. Selain 
menyadari adanya saling ketergantungan, 
mereka juga diharapkan untuk bersedia 
bekerja sama (cooperate).  
 
PENGERTIAN KONFLIK 
Perusahaan-perusahaan yang tidak 
berhasil dalam mengupayakan adanya 
kerja sama akan menyebabkan operasi-
nya menjadi tidak lancar dan seringkali 
timbul konflik. Konflik merupakan suatu 
proses yang dihasilkan dari tindakan ke-
lompok atau individu yang dipandang 
oleh kelompok/individu lain akan mem-
punyai akibat yang negatif terhadap ke-
pentingan mereka (Greenberg & Baron : 
415). Dari pengertian ini konflik menca-
kup empat elemen kunci yaitu : 
a. kepentingan yang berlawanan/berbe-
da antar individu atau kelompok; 
b. menyadari adanya kepentingan yang 
berlawanan; 
c. keyakinan bahwa individu atau ke-
lompok lain akan menghalangi ke-
pentingannya; 
d. tindakan yang menghalangi kepen-
tingan pihak lain. 
Dalam kehidupan organisasi yang 
semakin besar dan semakin kompleks, 
konflik merupakan fenomena umum 
yang ada dalam setiap organisasi. Dengan 
organisasi yang semakin besar dan kom-
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Sumber : Greenberg & Baron: 426  
 
pleks, jumlah individu dan kelompok 
akan semakin banyak dibanding sebe-
lumnya. Mereka mempunyai kepenting-
an dan keinginan yang berbeda-beda. 
Komentar-komentar yang tidak ramah, 
keluh kesah, kegelisahan yang nampak 
pada wajah, perilaku gagap, melamun, 
“melengos”, dan ucapan yang ketus me-
rupakan ekspresi adanya konflik. Di 
samping itu, dampak atau akibat konflik 
juga lebih luas. Pihak manajemen disi-
bukkan dengan kemarahan, kebencian, 
dan putusnya hubungan antarindividu 
atau antarkelompok dalam organisasi. 
 
FAKTOR PENYEBAB KONFLIK 
Faktor penyebab konflik secara ga-
ris besar dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu faktor individual dan faktor organi-
sasional. 
1. Faktor Individual 
Faktor individual biasanya berasal da-
ri perbedaan karakter individu atau 
karena adanya interaksi antarindividu. 
Perasaan dendam, misalnya seseorang 
yang dibuat malu di depan umum, 
maka orang tersebut akan memendam 
dendam terhadap pihak yang membu-
atnya malu. Kedua, terjadinya kesa-
lahan yang diakibatkan oleh perilaku 
orang lain, bukan oleh dirinya sendiri 
akan menyebabkan konflik antara ke-
duanya. Ketiga, karena kesalahan da-
lam komunikasi, misalnya komunikasi 
yang tidak jelas sehingga menimbul-
kan pemberian makna yang tidak jelas 
sehingga menimbulkan pemberian 
makna lain dan kritik yang tidak pada 
tempatnya. Terakhir, yaitu ketidakper-
cayaan seseorang dengan yang lainnya.  
Perbedaan kepentingan 








Keyakinan bahwa satu 
pihak akan menghalangi 
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2. Faktor Organisasional 
Selain faktor individual seperti diba-
has di atas, faktor organisasional juga 
potensial menyebabkan konflik. Se-
perti: persaingan untuk mendapatkan 
sumberdaya yang terbatas, ketidakje-
lasan tanggung jawab dan hak hukum 
(jurisdiction), saling ketergantungan 
antar unit, sistem penggajian, adanya 
diferensiasi produk, dan perbedaan 
kekuasaan antar anggota organisasi. 
 
AKIBAT KONFLIK 
Konflik selalu diartikan sebagai se-
suatu yang negatif dan perilaku yang me-
rusak. Dalam kenyataannya konflik juga 
mempunyai sisi yang positif, yang akan 
memberikan manfaat bagi pihak yang 
berkonflik maupun perusahaan pada 
umumnya. Berikut akan dibahas akibat 
konflik baik yang bersifat positif maupun 
negatif. 
1. Akibat Konflik yang Negatif 
Dalam beberapa literatur, akibat nega-
tif dari konflik ini lebih banyak diba-
has dari pada akibat positifnya. Hal ini 
dapat dipahami karena pada saat terja-
di konflik yang pertama-tama muncul 
dan mudah diamati secara langsung 
adalah komentar-komentar yang tidak 
ramah, keluh kesah, atau ucapan-
ucapan ketus yang semuanya bersifat 
negatif. Di samping itu apabila 
konflik tidak dikelola dengan benar, 
konflik memang hanya menimbulkan 
akibat negatif saja. Beberapa akibat 
negatif dari konflik dapat dijelaskan 
sebagai berikut :  
a. Konflik yang terjadi antarkelom-
pok dalam organisasi sering men-
dorong pimpinan organisasi untuk 
mengubah gaya kepemimpinan 
partisipatif ke gaya otoriter. 
b. Konflik meningkatkan kecende-
rungan kedua belah pihak untuk 
melakukan suatu hubungan yang 
negatif. Masing-masing pihak 
ingin menunjukkan bahwa dirinya 
berbeda dari yang lain. Sehingga 
apapun yang dilakukan oleh pihak 
lain selalu dinilai negatif oleh pi-
hak yang lainnya. 
c. Konflik cenderung menyebabkan 
masing-masing kelompok untuk 
loyal kepada kelompoknya saja, te-
tapi kurang memperhatikan kepen-
tingan kelompok lain, maupun ke-
pentingan organisasi pada umum-
nya. 
2. Akibat Konflik yang Positif 
Konflik juga dapat memberikan man-
faat bagi organisasi atau sering dise-
but mempunyai akibat positif. Akibat 
positif atau manfaat dari konflik dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 
a. Konflik menyebabkan munculnya 
masalah yang sebelumnya tidak 
pernah disadari atau tidak pernah 
dengan sengaja dimunculkan. Se-
telah masalah dimunculkan, maka 
mereka akan berpikir bagaimana 
menyelesaikan masalah tersebut. 
b. Konflik memotivasi orang-orang 
dari kedua pihak untuk memahami 
masalah yang dihadapi masing-
masing dan bagaimana pandangan/ 
pendapat mereka tentang isu terse-
but. Hal ini dapat membuka wa-
wasan masing-masing pihak terha-
dap pihak lain. 
c. Konflik sering mendorong mun-
culnya pertimbangan untuk ide 
baru, pendekatan, dan inovasi baru 
atau bahkan untuk melakukan per-
ubahan. Munculnya konflik men-
dorong organisasi untuk beroperasi 
dengan cara yang tidak seperti se-
mula, sehingga dimungkinkan 
munculnya perubahan-perubahan 
seperti itu. 
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d. Konflik juga menyebabkan pengam-
bilan keputusan yang lebih baik, 
yaitu dengan memperhatikan aspek-
aspek yang selama ini kurang men-
dapat perhatian atau membuat ke-
putusan dengan informasi yang le-
bih komprehensif dari sebelumnya.  
 
PENYELESAIAN KONFLIK  
Thomas menunjukkan adanya lima 
cara untuk menyelesaikan konflik yaitu 
dengan pesaing, kolaborator, kompromi, 
akomodator, dan penghindar konflik. Ke-
lima cara ini yang menggambarkan ber-
bagai posisi pada respek dari dua dimensi 
tersebut.  
1. Pesaing 
Penggunaan pendekatan ini akan me-
ngorbankan kelompok lain. Dalam 
persaingan antara kepentingan pihak 
satu diadu dengan kepentingan pihak 
lain. Biasanya pihak yang menang 
akan terpenuhi keinginan/ kepenting-
annya, sedang pihak yang kalah akan 
mengikuti kepentingan atau keinginan 
pihak yang menang. 
2. Kolaborator 
Masing-masing pihak berupaya me-
maksimumkan keinginan dan kepen-
tingannya, sehingga kepuasan masing-
masing meningkat. Untuk dapat mela-
kukan hal ini, masing-masing pihak ha-
rus memahami apa keinginan dan ke-
pentingannya, dan bersedia untuk me-
nerima bahwa pihak lain juga dipuas-
kan, bukan hanya dirinya sendiri. 
3. Kompromi 
Dalam hal ini pihak-pihak yang terli-
bat konflik mengadakan kompromi. 
Dalam kompromi ini masing-masing 
pihak berasumsi bahwa mereka berse-
dia menurunkan tuntutan dari perma-
salahan yang dipertentangkan. Masing-
masing kepentingan atau keinginan 
diperhatikan, sehingga keduanya ber-
sedia menerima pada posisi baru. 
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4. Akomodator 
Sebagai akomodator, orang-orang ini 
kurang tegas dan cukup kooperatif. 
Mereka bersedia mengabaikan kepen-
tingannya sendiri demi kepentingan 
orang lain. Keselarasan merupakan 
hal yang harus diwujudkan sedang ke-
marahan dan konfrontasi harus dihin-
darkan. Ketika suatu keputusan dica-
pai, ia akan mendukung keputusan 
tersebut, namun sebelumnya apabila 
ada keberatan ia sudah memberitahu-
kan terlebih dahulu. 
5. Penghindar konflik 
Pada pilihan menghindari konflik ma-
sing-masing pihak menekan kepen-
tingan dan keinginannya sendiri. Ke-
pentingan dan keinginan dari kedua-
nya tidak ada yang terpenuhi, yang 
ada adalah masing-masing tidak ingin 
ada konflik.  
 
PENUTUP 
Permasalahan hubungan industrial 
akan mengacu pada ruang lingkup hu-
bungan industrial, yang menyangkut hu-
bungan antara pekerja, pengusaha dan pe-
merintah, serta masalah yang meling-
kupinya.  
Masalah-masalah yang termasuk 
dalam ruang lingkup hubungan industrial 
antara lain syarat-syarat kerja, pengupah-
an, jam kerja, jaminan sosial, keselamat-
an dan kesehatan kerja, organisasi peker-
ja, penyelesaian perselisihan, bipartit, tri-
partit dan sebagainya.  
Permasalahan-permasalahan terse-
but akan menyebabkan timbulnya konflik 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
hubungan industrial. Namun demikian 
konflik yang paling sering muncul adalah 
konflik antara pekerja dan pengusaha. 
Hal ini disebabkan karena kepentingan 
mereka berbeda dan juga interaksi di an-
tara mereka lebih sering terjadi, sehingga 
lebih potensial menimbulkan konflik.  
Agar tujuan semua pihak bisa ter-
capai maka konflik yang ada dalam in-
dustri sebaiknya diminimumkan. Semua 
pihak harus berusaha dapat bekerjasama 
dengan baik, saling mendukung dan sa-
ling membantu agar tujuan perusahaan 
secara umum dapat tercapai, sementara 
tujuan pengusaha dan pekerja secara khu-
sus juga terpenuhi.  
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